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BUPATIKEPAH1ANG 
PROVl SI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 
OMOR '-f TAHU 2019 

- TE TANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIA O NOMOR O TAHU 2017 TENTANO TATA CARA PEN ADAAN BARA O/JASA DID A 

DALAM WILAYAH KABUPATE KEPAHIANO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YA G MAHA EA 

BUPATl KEPAHIA 0, 

a . bahwa dengan berlakuny Pcraturan Kepala Lembag 
Kcbijakan Peng daan Barang/ Ja Pemerintah omor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan ata Peraturan Kepal 
Lemba Kebijakan Pengadaan Barang/Ja a Peme tah 

• Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Ta Cara 
Pcngadaan Be.rang/ Ja di De , dipandang perlu 
menyempumakan Pcraturan Bupati Kepahiang omor 08 
Tahun 2017 tcntang Tata Cara Pengadaan Bara.ng/Jasa di 
Desa da1am Wilayah Kabup ten Kepahiang; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak ud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bup ti 
Kepahiang tentang Perubahan Kedua a s Peraturan Bupati 
Kcpahiang omor 08 Tahun 20 7 tcntang Tata Cara 
Pengadaan Barang/ Jasa di Cesa dalam Wilayah Kabup ten 
Kepahiang; 

I 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negar Republik lndone ia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5495); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
PemerinW\an Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndone ia 
Tahun 2014 omor 244, Tambahan Lembaran e ara 
Rcpublik lndonc ia Nomor 5587) ebagaimana telah diubah 

- -- ........ ----~ .--
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bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang omor 9 
'J'ahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik •Indonesia 
Nomor 5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undan -Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Oesa (Lcmbaran Ne ara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Neg 
Republic Indonesia Nomor 5539) bagai.mana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 43 
Tahun 20 4 tentang Pcraturan Pclaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa {Lembaran 
Negara Republik Indonc ia Tahun 2015 omor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan 
Ocsa yang Ber umber dari Anggaran P ndapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indone ia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negar 
Rcpublik Indonesia Nomor 5558) ebagaimana tclah diubah 
terakh.ir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 201 
Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indone i 
Nomor 5864); 

5 . Peraturan Pre iden Nomor 16 Tahun 201 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah {Lembaran egara 
Republik lndone, ia Tahun 2018 omor 33) 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 122l)Peruba.han ata 
Peraturan menteri Dalam Negeri omor 112 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita egara .Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indone ia Tahun 2018 Nomor 611; 

• 



Menetapkan 

8 . Pcraturan Menteri Dalam Neg ri omor 114 Tahun 2014 

tentang pcdoman pembangunan D (B rita egara 

Republik Indonesia Tahun 2014 omor 2094); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tcntang Susunan Organisasi dan T ta Kerja Pemerintahan 

Desa (Berita egara Republik Indone ia Tahun 2016 omor 

6) 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer kc Daerah dan 

Dana Des ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

omor 1970) Perubahan kedu atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelol an 

Transfer ke D erah dan Dan De ( Berita egara Rcpublik 

Indone ia Tahun 2017 omor 537); 

11. Peraturan Menteri Keuangan omor 22 /PMK.07 /2017 

Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana De 

menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 

(Berita Negara Republik Indone ia Tahun 2017 omor 1970); 

12. Pcraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pcdoman Tata Cara P ngadaan Barang/ Ja di De (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 3 omor 1367) 

sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Kepala LKPP 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan ata pcraturan 

Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Ja 

Pcmerintab Nomor 13 Tahun 2013 ten tang pedoman tata 

cara pengadaa.n barang/jasa di Desa; 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATf KEPAHI G 
NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGADAAN 

BARANO/JASA DI DESA DAL.AM WILAYAH KABUPATEN 
KEPAHIANO. 

Pa al I 

Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupatl Kabupaten Kepahiartg omor 08 
Tahun 2017 tcntang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa daJam Wilayah 
Kabupaten Kepahiang ( Serita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 

07) diubah sebagai berikut: 

, 
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1. Ketentuan Pasal 1 ayat ( 8), (19) diubah hingga pa al 1 berbunyi bagai 

berikut: 
Pa al l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.k ud dengan: 
1. Pemcrintah Kabup ten adalah Pemerintah Daerah Kabup ten 

Kepahiang di Pmvin i BcngkuJu. 
2 . Bupa · adalah Bupati Kepahian . 
3 . Kccam tan adalah wilayah kerja Camat eb gai Perangk Daerah 

K bupaten Kepahiang. 
4 . Ca.mat adalah Kepala Kecamatan ebagai Perangkat Pemerintahan 

Kabu ten Kcpahiang. 
5. Dcsa dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bat -batas 

wilayah yang bcrwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan ma yarakat setempa bcrdasarkan prakar a 
masyarakat, hak asal usul, dan/ u hak tr: di ional yang diakui d 
dihormati dalam istem P merintahan egara Kesatuan Republilc 
Indonesia. 

6. Pemerintahan De adalah pcnyelenggaraan urusan pcmerintahan dan 
kepentingan ma yarakat etempa dalam istem Pcmerintahan eg 
Kcsatuan Republik Indonesia. 

7. Pcmerintah Dcsa adalah Kepal De a atau yang di but dengan nama 
lain dibantu Perangkat Desa ebagai unsur Pcnyelenggara Pemerintahan 
Dcsa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang discbut dengan nama lainnya, 
yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yan me.la.lafmakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari pehduduk 
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditctapkan sccara 
demokratis. 

9. Perangkat Pcmerintah Desa adalah Sekr tariat De , Pelaksana 
Kewil yahan dan Pelaksana Tckni ebagai un ur pembantu Kepala 
Desa dalam mela.ksanakan tugas dan wcwenangnya yang bertanggung 
ja ab kcpada Kcpala Desa. 

10. Kcuangan Desa adalah semu hak dan kewajiban De yang dap 
dinilai dcngan uang scrta segala sesuatu bcrupa uang dan barang yang 
berhubungan dcngan pclaksanaan hak dan kewajiban Des 

11. Pengelolaan Keuangan Dcsa adalah keseluruhan kcgiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pel poran, dan 
pertanggungj waba.n keuangan Desa. 

12. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa yang clanjutnya di ebu 
APBDesa adalah rencan kcuangan tahunan Pemertintahan Desa yang 
dibaha dan diaetujui bersama oleh Pemerintah Oesa dan BPD, dan 
ditetapkan dengan Per turan Oesa. 

13. Pemcgang Kekuuaan Pcngclolaan Keuangan De (PKPKDe ) adalah 
Kcpala Desa yang lcarena jabatannya mempunyai kewcnangan 
mcnyelenggarakan keaeJuruhan Pengelolaan Keuangan D sa. 

14. Pengadaan Barang/Jaaa yang aelanjutnya disebut dengan Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kcgiatan untuk m mperoleh Barang/J s oleh 
Pemerintah Desa, baik dilakukan dcngan cara Swakclola maupun 
melalui Penyedia Barang/ Ja . 
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15. Penyedia Barang/ Ja adalah Badan U aha a tau Perorangan yan 
menyediakan Barang/ Jasa. 

16. Swakelola dalah kc i tan Pengadaan Barang/Ja dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan /atau diawasi ndiri oleh 
Tim Pen elola Kegiatan. 

17. Tim Pengelola Kcgiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanju nya 
di ebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepal Des untuk 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari 3 (tiga) un ur tim 
yaitu tim pcrcncana, tim pelaksana dan ti.m pcngawas, yang mana untuk 
ketua tim TPK tidak boleh masuk dalam tim tcrsebut karena ketu tim 
TPK mcmbawahi seluruh Tim terscbut. Tim Perencana tcrdiri dari 
pcrangkat d dan unsur lcmbaga a u ma yarakat yang meqipunyai 
kompetcnsi di bidang tcr but. Tim pelaksana tcrdiri dari unsur lemb ga 
dan masyarakat yang memunyai kompeten i di bidang tersebut, Tim 
Pcngawas tcrdiri dari unsur Perangka D sa dan un ur Lembaga 
Kcma yarakatan serta masyarakat yang mempunyai kompetensi qi 
bidang ter but. 

18. Pejab t Pcmcriksa Administre.si Hasil P kcrjaan yang elanjutny 
disingkat PjPHP adalah pej bat dmini i/ pejabat 
fung ional/ personel yang bcrtugas memeriks administr i hasil 
pckerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

19. Paniti Pemerik Ad.mini tra i Ha il Pckcrjaan yang elanjutny 
disingka PPHP adalah tim yang bertug memerik admini trasi hasi1 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

20. Pakta. lntcgritas adalah surat pemyataan berisi ikrar untuk mencegah 
dan tidak melakukan kolu i, korup i, dan ncpo · sme dalam pcngadaan 
Ba.rang/Jasa. 

21. Barang adalah setiap benda baik bcrwujud maupun tidak berwuj , 
bergerak maupun tidak berg rak yang dapat diperdagangkan, dip 
dipergunakan atau dimanfaatkan olch Pengguna Barang. 

22. Pekerjaan Konstru.k i adalah seluruh pekcrjaan yang bcrhubungan 
dcngan pelaksanaan kon truksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. 

23. Jasa Konsultasi adaJah ja a layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu dibe:rbagai bidang kcilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir (brainware). 

24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutam.akan ketcrampilan (skillware) dalam suatu sistcm tata k lola 
yang tclah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelcsaikan u tu 
pekerjaan atau segala pekcrj an dan/ a u pcnyedia ja elain ja 
konsultaei, pelaksanaan pekcrjaan kon truksi dan pengadaan barang. 

25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan olch Tim 
Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketcntuan yang haru 
ditaati oleh para pihak dalam prose Pengad an Barang/ Jasa. 

26. Lembaga Kemasyarakatan De a adalah lemb ga yang dibentuk oleh 
maayarakat esuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemcrlntah 
De daJam memberdayakan Masyaraka Desa. , 

' 



2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah ehingga pasal 4 berbunyi bagai berikut: 

C 
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Pasal 4 
(1) Ruang lingkup pengaturan pclaksanaan Pcngadaan Barang/Jasa dalam 

Pcratu.ran Bupati ini terdirl atas Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Swakelola, melalui Penyedia Barang/ J sa serta Pen aw san, 
Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Ha il P k rjaan. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana dima.ksud pada ayat (1) dalam 
Peraturan Bup ti ini yang pembiayaannya bcr umber dari APBDes 
tahun berkenaan. 

(3) Pcngadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Ja a di Desa untuk 
De a~de di Wit yah Kabupaten Kepahiang. 

3 . Ketcntuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pa al5 
Organi asi Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari : 
a. Kepal Desa; 
b. Tim Pcngelola Kegiatan yang selanjunty di cbut TPK; 
c. Pejaba /Panitia Pemeriksa Admini trasi Hail Pekerjaan Pengadaan 

Barang dan Jasa sclanjutnya discbut PjPHP/PPHP. 

4 . Ketentuan Pasal 6 ayat (2), (4) diubah sehingga pasal 6 berbunyi seb gai bcriku · 

Pasal 6 
( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan D 
(2) Kepal Desa memiliki tuga dan kcwenang n : 

a. Menetapkan de.n mengumumkan rence.na umum pengadaan; 
b . Mene pkan TPK; 
c. Menetapkan PjPHP /PPHP; dan 
d . Mengawasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. , 

(3) TPK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b bejumlah ganjil, berjumlah 7 
(Tujuh) orang dcn,gan eu unan : 
a. Ketua; 
b. Tim Perencanaan 2 (Dua) Orang; 
c. Tim Pelaksana 2 (Dua) Orang; 
d . Tim Pengawa 2 ((Dua) Orang. 

(4) PPHP sebagaime.na dimaksud ayat (2) hu:ruf c berjumlah 3 {tiga) orang 
dcngan su unan : 
a. Ketua; 
b. Sekretari ; 
c. Anggota 1 ( satu ) Orang. 

(5) TPK dan PjPHP / PPHP dibentuk dan aelanjutnya dltctapkan dcngan 
< keputuaan Kepala De-aa, 

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) diubah sehingg pasal 8 berbunyi ebagai 
berikut~ 

Pasal 8 
(l) Pejabat Pemerikaa Administraai Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia 

Pemerikaa Adminietraei Hasil Pekerjaan (PPHP) ebagaimana dimaksud 

• 



C 

7 . Ketentuan Kctentuan Pasal 10 ayat (1) , (2), (3) diubah ehingga pasP: 10 
bcrbunyi sebagai bcrilrut: 

Pasal 10 
( 1) TPK mcmiUki tugas: 

a . Menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 
1. Mcnyusun dan mcmbua jadwaJ pclaksanaan pekerjaan; 
2 . Analisis rencana pcnggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan 

dan peralatan; 
3. Desain gambar a u gambar kerj untuk pekerjaan kon truksi; 
4 . Spesifik.asi tcknis; dan 
5. Rencana anggaran biay (RAB). 

b . Dapa menetapkan Harg Perkiraan Sendiri (HPS) dengan 
menggunakan Standar Satuan Harga Kabupaten bagai salah satu 
acuan; 

c. elaksanakan Pcngadaan Barang/Jasa esuai dengan rencana yang 
telah di u un; 

d. Melaksanakan pemilihan penyedi barang/jasa di lu wadaya 
masyarakat; 

e. Melaporkan hasil pemilihan penyedi barang/jasa kepada Kepal 
Dess. untuk kemudian ditctapkan oleh Kcpala Dcsa; 

f. Membuat rancangan Surat Pcrjanjian; 
g. Men d tangani Surat Perjanjian; 
h. Menyimpan dan menjaga kcutuhan Dokumcn Pcngadaan 

Barang/Jasa; dan 
i. Jika dipcrluk.an TPK dapat mengu ulkan pembentukan Tim Tekni 

dan/ atau penunjukan Tenaga Ahli yang dinilai mampu membua 
dan menyu un rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jase. 
kcpada Kcpala Dcsa sesuai dcngan Pa al 10 Ayat 2 (Dua). 

(2) PjPHP / PPHP memiliki tugas : 
a. Melakukan pcmcrik aan admini tra i basil pckcrjaan Peng daan 

Barang/ Jasa; 
b. Melaporkan dan / a tau mendiskusikan ha il pcmeriksaan kepada 

~•~; I 

c. Membuat dan mcnandatangani Betita Acara Pem rik aan 
Administrasi Ha.ail Pckerjaan. 

(3) Dalam melakaanakan tugasnya TPK dan PjPHP /PPHP berpcdonian dan 
bcrpegang teguh pada kctentuan yang tertuang dalam kontrak tau 
bentuk perjanjian lainnya. 

8 . Kctcntuan Pasal 11 ayat (2), (3), (4), (5) diubah sehingga pasal 11 ~rbunyi 
ebaga.i berikut: 

Pasal 11 
(1} Kepala Dcsa dapat menyediakan biaya Pcngadaan Barang/Jasa yang 

anggarannya dibiayai clarl APBDesa tahun anggaran berkenaan. 
(2) Selain biaya Pengadaan Barang/ Jasa, Kepala Des.a dap t pula 

menyediakan biaya pcndukung pclaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
yang meliputi : 
a. Honorarium TPK; 
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b . Honorarium ~PHP/PPHP; dan 
c. Bi lainya yang diperlukan. 

(3) B saran Honorarium TPK dan PjPHP / PPHP dis uaikan den n Pagu 
An aran yang dikelol den an m ngikuti tandari i Belanj 
Honorarium Tingka D erah d n kemampuan keuangan De a. 

(4) Khu us Ten Ahli/Kon ultan Mandiri sebagaimana dimaksud p da 
Pa l 10 t (1) huruf i mcnerim honorarium paling ban ak 3% (tig 
pe eratu ) untuk kon ultan P rencan , dan paling banyak 2% (dua 
perseratu ) untuk kon uJ n Pengawa dari niJai pekerjaan Kon truk i 
ang dibebankan pada APBDe tahun anggaran berkenaan. 

(5) T na AhJi eb aimana dimak ud pada y t (4) pa al ini haru 
memenuhi peNJyaratan, sekurang-kurangnya : 
a. Minimal S1 Sederajat, e uai dengan bidan jurusan yan 

dibutuhkan; 
b. Memiliki Sertifika Kompeten i yang diterbitkan oleh lemb 

sertifikasi profe i e uai bidangnya; 
c. Memlliki pengetahuan, kernampuan dan pengalaman dalam 

mengorgani si pel k naan program atau kegjatan· 
d . Mampu melakukan anali i kebijakan terhadap implementa i 

program pekerjaan se uai bidangnya; 
Mampu dan siap bertanggungj w b t rh dap isi perjanjian kontrak 
kerja dengan pihak Desa claku pemberi kerja; 

f. Bersedia memenuhi per yaratan lainnya yang diberikan De a atau 
pihak pembcri kerja dan tidal< bertentangan dengan peraturan 
penmdangan-undangan yang bcrlaku; 

g. Mcmiliki Laporan Pajak Pph Final yang telah djJunasi tahun. 
sebelumnya. 

9 . Kctcntuan Pa al 12 ayat (3), (4) diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai 
bcrikut 

Pasal 12 
(1) Penyedia Barang/Jasa dapat berbcntuk Badan U aha atau Orang 

Pcrseorangan. 
(2) Penyedia Barang/ Jasa harus memiliki izin dan tcmpat/ loka i usaha 

serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuaJi untuk tukang batu, 
tukang kayu dan sejenisnya. 

(3) Penyedia Barang/Ja harua memilild Laporan Pajak Tahu.nan Pph 
Final yang sudah diluna t oleh penyedia Barang/Jasa, kecuali untuk 
tukang batu, tukang kayu dan jenienya. 

(4) Selain kctentuan sebagaimana dim ksud pad y 1 ( tu) dan (du ). 
untuk pekerjaan Jconstruksi tidak sederhana, Penyedia Baran / Jasa 
harua mampu menyedl kan tenaga ahli dan/atau pcral tan ang 
diperlukan dalam pelakaanaan pekerjaan. 

10. Kctentuan Pasal 14 ayat (2) dihapu ehingg pa al 14 bcrbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 14 
Rencana Pelak anaan Pengadaan Barang/ J sa secar Swakelol 
meliputi; 
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d . Calon penyedia menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar 
barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/ja atau lingkup 
pekerja.an, volume dan satuan; 

e. TPK melakukan ncgosiasi atau tawar mcnawar dengan P nyedia 
Barang/ Jasa untuk mcmpcrolch harga yang Jebih mu:rah; 

f. Hasil negosia i dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketu TPK 
dan Penyedia Barang/ Jasa yang sekurang-kurangnya berisi: 
1 . Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; 
2. Para pihak; 
3. Ruang lingkup pekerjaan· 
4. Nilai pekerjaan; 
5. Hak dan kewajiban para pihak; 
6 . Jangka waktu pela.ksanaan pekerjaan; 
7. Ketentuan keadaan kahar a u force majeurc; 
8 . Sanksi termasuk dcnda keterlambatan· dan 
9 . Tata cara pembayaran. 

g. Pihak penyedia Barang/ Jasa yang b rwenang menandatangani 
Surat Perjanjian sebagaiman dimaksud par huruf f, adalah 
pemilik toko, pcmilik usaha dagang, Direksi dan/ ata pihak lain yang 
bukan Direksi tau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta 
Pendirian/ Anggaran Dasar sepanjan pihak tersebut 
pengurus/karyawan pcru aha yang berstatus sebagai tena a kerj 
tctap dan mendapat kuasa atau pendclega ian wewenang yang sah dari 
Direksi a tau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / An aran 
D 

h . TPK mengumumkan Data Barang/P kerjaan dan Penyedia Barang/Jasa 
terpilih di papan pcngumuman Kantor Desa dan I papan/ tempat 
trategi sekurang-kurangnya mencantumkan ; 

1. Nama barang atau pckerj an yang diadakan; 
2 . Nam dan alamat penyedia barang/jasa; 
3 . Harga hasil ncgosiasii 
4. Jangka waktu penyerahan barang u pclaksanaan pekerjaan; dan 
5. Tanggal diumumkan. 

13. Kctcntuan Pasal 21 huruf i dihapu sehingga pasal 21 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 21 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Ja a dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,­
(Dua Ratus Jut.a Rupiah), dilaksana.kan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a . TPK mengumumkan rcncana Pengadaan Barang/Ja di papan 

pcngumuman resmi Pemerlntah Desai 
b. TPK melakukan survei harga kepada paling sedikit 3 (tiga) penyedia di 

lokasi terdekat; 
c . TPK mengundang dan meminta 2 (dua) pcnawaran secara tcrtuli dari 2 

(dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar 
bara.ng/ jasa (rincian bara.ng/ jasa a tau ruang lingkup pckerjaan, volume 
dan aatuan) dan apealflka,i teknla t>arang/jaaa; 

d. Penyed~ Barang/Ja• menyampaikan penawaran tertulis yang berisi 
daftar barang/jaaa (rincian barang/ja.sa atau ruang lingkup pekerjaan, 
volume dan satuan) dan harga; 
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TPK menilai pemenuhan pcsifikasi teknj baran /ja yan melakukan 
penawaran; 

f. Ap bila spesifika i tckni barang/ ja a yang ditawarkan : 
Dipenuhi olch kedua Penyedia Barang/ Ja a, mak dilanjutkan dengan proses negosia i a u tawar menawar ecara ber amaan; 2 . Dipenuhi oleh salah tu P nyedia Barang/ Ja a, mak TPK te p m lanjutkan dengan pro negosiasi tau tawar menawar kepada 
Peny di Barang/Jasa yang memenuhi p ifikasi tekni ; atau 3 . Tidak dipenuhi oleh kedua Pcnyedia Barang/ Jasa, maka TPK 
membatalkan proses pengadaan. 

g. Apabila spesifika i teknis barang/jasa tidak dipenuhi olch kedua penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada · huruf f angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan seba.gaimana dimak ud yang dimulai pada huruf a; 
h. Ncgo iasi cbagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dan angka 2 untuk mempcroleh harga yang lebih murah; 
1. H ii negosiasi dituangkan dalam urat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/ Jasa yang bcri i sekurang-kurangnya : 

1. Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian; 
2. Ruang linglcup pekerjaan· 
3. Nilai pekerjaan; 
4 . Hak dan kewajiban para pihak; 
5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 
6. Ketentuan keaadaan kahar; dan 
7 . Sanksi. 

j. Piha.k penyedia Barang/Ja a yang berwenang menand tangani Sura Perjanjian sebagaimana dimaksud para huruf i, adalah pemilik toko, pemilik u aha dagang, Oirek i dan/atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang nam nya tidak di ebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar epanjang pihak terse but pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus eba.gai tenaga k rja tctap dan mcndapat kua atau pendelegasian wewcnang yang sah dari Dirck i atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar; 
k. TPK mengumumkan Data Barang/ Pekerjaan dan Penyedi Ba.rang/ Ja terpilih di papan pengumuman Kantor De a dan papan/temp t strategi sekurang-kurangnya mencantumkan : 

1. Nama barang atau pekerjaan yang di dakan; 
2. Nama dan alamat penyedia barang/jasa; 
3. Harga hasil negosiaai; 
4 . Jangka wa.ktu penyerahan barang atau pclak anaan pekerjaan; dan 5. Tanggal diumumkan. 

14. Ketentuan Pa al 22 ayat (1), (2) diubah sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pa al 22 
(1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan ccara tbrtulis kepada Penyedia Barang/ Ja a untuk mclakukan perubahan ruang lin kup pekerjaan. 
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(2j Perubahan ruang lingkup pekerjaan bagaimana ctimaksud pad a at 
(1) pasaJ ini, meliputi: 
a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 
b. Mengurangi jeni pekerjaan; 
c. Mcngubah spcsifikasi teknis; dan/a au 
d . Melaksanakan pckerjaan tambah. 

15. Ketcntuan Pa 
berikut: 

23 ayat (3) dihapu sehingga pa al 23 berbunyi bagai 

Pasal 23 
(1) Terhadap pcrubahan ruang llngkup pckerjaan sebagaimana dimaksud 

Pa al 22 ayat (2) huru.f c dan d, Penycdia Barang/J menyampaikan 
penawaran sccara tertuli kepada TPK. 

(2) TPK melakukan negos1a 1 (tawar menawar) dengan Penyeclia 
Barang/ J sa untuk memperoleh harga yang Jebih murah. 

(3) Untuk nilai Pcngadaan Barang/Jasa cliata Rp. 200.000.000,- (Dua 
Ratu Juta Rupiah), dilakukan dcndum surat perjanjian yang memu 
perubahan ruang lingkup dan total nilai pckerjaan yang di epakati. 

16. Ketentuan P sal 29 yat (2), {3j, (4), (5) diubah ehingga pasal 29 berbunyi 
scbagai berikut: 

Pa 29 
( ) Serah Terima pelaksanaan Peng daan Barang/ J dilakukan etelah 

sasaran akhir pckcrja n telah tercapai a u sele • 100% (seratu 
perscratu ). 

(2) TPK menyerahkan basil Pengadaan Barang/ Jasa kepad Kepala Desa 
dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil 
Pekerjaan. 

(3) PjPHP /PPHP memerik dministrasi hasil kerjaan. 
(4) Apabila terdapat kekurangan dalam administra i hasil pekerjaan, 

PjPHP / PPHP melaporkan sccara tertuli kepada Kcpala De untuk 
melakukan penundaan pcmbayaran dan memerintahkan kepada 
penyedia Ba.rang/Ja a melalui TPK untuk mempcrbaiki dan/ tau 
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang di yaratkan di 
dalam Surat Perjanjian. 

(5) PjPHP / PPHP menandatangani Serita Acara Pcmerik Admini tra i 
Hasil Pekerjaan 

17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c diubah sehingga pasal 31 berbunyi 
sebagai berikut; 

Pasal 31 
(1) Apabila dalam pelaksanaan Pengadean Barang/Jasa di Desa terjacli 

kenaikan harga melebihi ha.rga atandar dan/atau melebihl harga survci 
pasar yang audah ditetapkan maka dila.kukan dengan ketentuan 
• ebaga.i beriku : 
a. Dapat dilaksanakan melalui keputusan Pelaksana Teknis yang 

membidangi yang sudah dikoordina ikan dengan Sekretaris De a 
selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Kcuangan D~sa. 
diketahui dan udah mendapat persetujuan Kepala De a selaku 
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Penggun Anggaran untuk kenaikan harg sampai dengan 15% 
(Jim bela perseratu ) dari harga yang sudah di etapkan am 
sura perjanjian; 

b . Dapat dilaksanakan melalui keputusan Kep a Dcsa yang sudah 
dikoordinasikan, dikctahui dan udah mendapatkan per ~ an 
Cam t suai wiJayahnya masing-ma ing untuk k naikan har 
diata 15% (Lima betas per eratus) sampai dengan 35% (tiga puluh 
lim p rscratu ) dari harga yang sudah <lite pkan dalam ur 
perjanjian; dan 

c. Dapat dilak anakan melaJui kcputu Kcpala De a yang sudah 
dikoordinasikan, diketahui dan sudah rnendapatkan pcrsetujuan 
Cama sesuai wilayahnya masing-ma ing dan Pejabat yang 
berwenang di tingkat Kabup ten untuk kenaikan harga diatas 35% 
{tiga puJuh lima per scratus) dari harga yang sudah ditetapkan 
dalam surat perjanjian. 

(2) Peng daan Barang/ J di De cbagaimana di ur dala.m Peraturan 
Bupati ini tidak tennasuk untuk Pengadaan Tanah untuk keperluan 
Desa. 

(3) Sisa Lebih Pagu Anggaran untuk Pengadaan Bara.ng/Jasa di De tahun 
bcrkcnaan cligunakan untuk SJLPA tahun bcrikutnya yang ditc pkan 
dalam Peraturan De tcntang Pertanggungjawaban Pelak aan 
Pcnggunaan APBOesa 

Pasal II 
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dcngan penemp tannya daJarn Berita. Dacrah Kabupatc;n Kepahiang. 

Ditctapkan di Ke~g • Pada Tanggal '2.S- J , , ~ 201 

~◄~~•~u.TI KEPAHIANG, J-
"' . 

► 

ULLAH SJAHIO Y 
Di dangkan di Kepahiapg 
P d Tanggal ~ C,..111 .,.,, 2019 

DAERAH KABUPATEN KEPAHlANO, 


